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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Panyabungan dalam Penanggulangan Pernikahan Anak Pasca 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan anak di bawah umur 

di Panyabungan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, 

kehamilan di luar perkawinan, pergaulan remaja, kekhawatiran orang tua, 

budaya menikah muda, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai 

ketentuan batas minimal usia perkawinan. Faktor-faktor tersebut 

menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan anak tidak hanya disebabkan 

oleh faktor hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, 

pendidikan, keluarga, dan budaya masyarakat 

2. Peran KUA Panyabungan dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur 

pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan melalui 

pemeriksaan usia dan persyaratan calon pengantin, sosialisasi ketentuan 

batas usia perkawinan, bimbingan dan nasihat perkawinan, edukasi 

mengenai dampak pernikahan anak, serta koordinasi dengan orang tua, 

sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Puskesmas, dan 

Pengadilan Agama. Peran tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya 

menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan 

preventif dalam pencegahan pernikahan anak, meskipun pelaksanaannya 

masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, dispensasi 

perkawinan, rendahnya kesadaran hukum, dan budaya menikah muda. 

 

B.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, diharapkan 

dapat meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi mengenai Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas minimal usia 

perkawinan dan dampak pernikahan anak di bawah umur. Sosialisasi 

sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya kepada calon 

pengantin, tetapi juga kepada remaja, orang tua, serta masyarakat di desa-

desa yang masih memiliki pemahaman bahwa pernikahan pada usia muda 

merupakan hal yang wajar. 

2. Bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tokoh 

masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan dalam mencegah 

pernikahan anak di bawah umur. Kerja sama tersebut dapat dilakukan 

melalui kegiatan edukasi, pembinaan remaja, penguatan pendidikan, 

pemberian pemahaman kepada orang tua, serta pendampingan terhadap 

keluarga yang memiliki risiko melakukan pernikahan anak di bawah umur. 

3. Bagi masyarakat dan keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

mengenai pentingnya memenuhi batas usia perkawinan serta 

mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial 

sebelum melangsungkan perkawinan. Orang tua juga diharapkan 

memberikan pengawasan dan pendampingan yang lebih baik kepada anak 

serta tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi utama terhadap persoalan 

ekonomi, pergaulan, maupun kekhawatiran terhadap anak. 
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WAWANCARA PENELITIAN 

 

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan 

Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 

Informan : Kepala KUA Panyabungan 

Nama  :  

Jabatan : 

Tanggal : 

Tempat : 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana kondisi pernikahan anak di wilayah KUA Panyabungan Kota 

dalam beberapa tahun terakhir? 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan masih terjadinya pernikahan anak di 

wilayah Panyabungan Kota? 

3. Bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan anak setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? 

4. Bagaimana KUA melakukan pemeriksaan usia dan persyaratan calon 

pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan? 

5. Apa yang dilakukan KUA apabila terdapat calon pengantin yang belum 

memenuhi batas minimum usia perkawinan? 

6. Apa saja bentuk sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan yang dilakukan 

KUA kepada masyarakat dan calon pengantin terkait pencegahan pernikahan 

anak? 

7. Bagaimana koordinasi KUA dengan orang tua, pemerintah desa, sekolah, 

tokoh masyarakat, dan instansi terkait dalam mencegah pernikahan anak? 

8. Bagaimana KUA menangani calon pengantin yang tetap ingin menikah 

meskipun belum memenuhi batas usia perkawinan, termasuk yang 

mengajukan dispensasi perkawinan? 

9. Apa saja kendala yang dihadapi KUA dalam melaksanakan pencegahan 

pernikahan anak di Panyabungan Kota? 

10. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana peran KUA dalam mencegah pernikahan 

anak sudah berjalan dan apa yang perlu ditingkatkan ke depannya? 



 

 
 

WAWANCARA PENELITIAN 

 

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan 

Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 

Informan : Penyuluh Agama Islam Panyabungan 

Nama  :  

Jabatan : 

Tanggal : 

Tempat : 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana kondisi pernikahan anak yang Bapak/Ibu ketahui di wilayah 

Panyabungan Kota? 

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan anak di masyarakat Panyabungan Kota? 

3. Apa peran Penyuluh Agama Islam dalam membantu KUA mencegah 

terjadinya pernikahan anak? 

4. Bagaimana bentuk penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan kepada 

masyarakat mengenai batas usia perkawinan? 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan pemahaman kepada remaja dan 

orang tua mengenai dampak pernikahan anak? 

6. Apakah kegiatan bimbingan atau penyuluhan dilakukan di sekolah, 

masyarakat, maupun kelompok keagamaan? Bagaimana pelaksanaannya? 

7. Bagaimana respons masyarakat dan orang tua terhadap penyuluhan 

mengenai pencegahan pernikahan anak? 

8. Apakah Bapak/Ibu melakukan koordinasi dengan KUA, pemerintah desa, 

sekolah, tokoh masyarakat, atau pihak lainnya dalam mencegah pernikahan 

anak? 

9. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam memberikan penyuluhan 

dan mencegah pernikahan anak di masyarakat? 

10. Menurut Bapak/Ibu, apa upaya yang perlu ditingkatkan agar penyuluhan 

agama dapat lebih efektif dalam mencegah pernikahan anak di Panyabungan 

Kota? 



 

 
 

WAWANCARA PENELITIAN 

 

Peran Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota Dalam Pencegahan 

Pernikahan Anak Dibawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 

 

Informan : Pelaku Pernikahan Anak 

Nama  :  

Jabatan : 

Tanggal : 

Tempat : 

Pertanyaan 

1. Apa alasan atau faktor yang menyebabkan Anda menikah pada usia yang 

masih tergolong anak? 

2. Bagaimana tanggapan dan keputusan orang tua atau keluarga ketika Anda 

memutuskan untuk menikah? 

3. Sebelum pernikahan dilaksanakan, apakah Anda pernah mendapatkan 

penyuluhan atau informasi dari KUA mengenai batas usia perkawinan dan 

dampak pernikahan anak? 

4. Bagaimana proses pengurusan pernikahan yang Anda alami di KUA, 

terutama terkait pemeriksaan usia dan persyaratan perkawinan? 

5. Menurut Anda, apakah penyuluhan atau upaya KUA dalam mencegah 

pernikahan anak sudah membantu memberikan pemahaman kepada Anda 

dan keluarga? Jelaskan. 

 

 

 

 

  



 

 
 

DOKUMENTASI 

 

Wawacara Dengan Kepala KUA Panyabungan 
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